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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian,
semakin memperkuat peran industri dalam perekonomian Nasional. Berdasarkan
ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian, setiap gubernur dan bupati/walikota menyusun Rencana Pembangunan
Industri Provinss dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota. Peran
pemerintah dalam mendorong kemajuan sektor industri ke depan dilakukan secara
terencana serta disusun secara sistematis dalam suatu dokumen perencanaan. Dokumen
perencanaan tersebut harus menjadi pedoman dalam menentukan arah kebijakan
industry dan pengembangan wilayah.

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengamanatkan
bahwa arahan pengembangan industri di Nusa Tenggara Barat adalah di bentuknya
kawasan agroindustri dan pengembangan industri kecil dan menengah di kawasan yang
cukup tersebar di seluruh wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Serta Provins Nusa
Tenggara Barat telah memiliki Peta Panduan Pengembangan Industri Unggulan
Provins yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik
Indonesia Nomor 100/M-IND/PER/8/2010 tentang Peta Panduan (Road Map)
Pengembangan Industri Unggulan Provinss Nusa Tenggara Barat, sehingga Peta
Panduan Pengembangan Industri Unggulan Provinsi tersebut diintegrasikan ke dalam
Rencana Pembangunan Industri Provinsi.

Provinsi Nusa Tenggara Barat mempunyai 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota yang
cukup potensia dalam pengembangan industri karena memiliki sumber daya alam
seperti hasil laut, peternakan dan pertambangan yang sangat melimpah serta lahan
untuk pengembangan industri yang cukup tersedia untuk pembangunan kawasan
industri dan sentra IKM. Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki potensi
industri yang cukup besar. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan kegiatan industri
dan perdagangan dari tahun ke tahun yang semakin meningkat dan minat investor yang
tinggi.

Memperhatikan pentingnya adanya perencanaan pembangunan industri di
Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka dilakukan penyusunan Rencana Pembangunan
Industri Provinsi Nusa Tenggara Barat ini. Di samping secara fakta diperlukan adanya

perencanaan pembangunan industri yang komprehensif dan fokus, penyusunan
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perencanaan pembangunan industri ini juga merupakan amanat Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014, tujuan
pembangunan industri secara nasional yaitu dalam rangka mewujudkan industri yang
mandiri, berdaya saing dan maju untuk kemakmuran dan kesgjahteraan masyarakat.
Perwujudannya dilakukan melalui pembangunan sumberdaya industri, pembangunan
sarana dan prasarana industri, pemberdayaan industri, dan tindakan pengamanan dan
penyelamatan industri.

Rencana Pembangunan Industri Provins disusun paling sedikit dengan
memperhatikan :

1. Visi dan Mis

2. Potensi sumber dayaindustri daerah

3. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi,, Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten/K ota, dan Kawasan Strategis Provins

4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/K ota

6. Keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi serta daya dukung
lingkungan.

Rencana Pembangunan Industri Provinsi merupakan prioritas dari kepala daerah
di bidang pembangunan industri yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pemerintah
Daerah (SKPD) terkait, melalui program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana
Strategis SKPD.

B. Identifikas Masalah
Permasalahan pengembangan industri baik secara nasional yang merupakan
permasalahan umum maupun permasalahan yag bersifat khusus yaitu yang dihadapi
oleh Propinsi NTB pada saat ini. Menurut Kementerian Perindustrian, secara umum
terdapat permasalahan yang menghambatpembangunanindustri di Indonesia. :

1. Industri nasional selama ini lebih menekankan pada industri berskala luas dan
industri teknologi tinggi. Adanya strategi ini mengakibatkan berkembangnya
industri yang berbasis impor. Industri-industri tersebut sering terpukul oleh
depresiasi mata uang rupiah yang tgjam,

2. Penyebaran industri belum merata karena masih terkonsentrasi di Pulau Jawa.

Industri yang hanya terkonsentrasi pada satu kawasan ini tentulah tidak sgaan

Bab1-2



NaskahAkademikRancanganPeraturan Daerah Rencana Pembangunan IndustriProvinsi NTB

dengan kondisi geografis Indonesia yang menyebut dirinya sebaga negara

kepulauan.

3. Lemahnya kegiatan ekspor Indonesia yang tergantung pada kandungan impor
bahan baku yang tinggi, juga masih tingginya tingkat suku bunga pinjaman bank
di Indonesia, apalgi belum sepenuhnya Indonesia diterimadi pasar internasional

4. Komposisi komoditi ekspor Indonesia pada umumnya bukan merupakan komoditi
yang berdaya saing, melainkan karena berkaitan dengan tersedianya sumber daya
alam seperti hasil perikanan, kopi, karet, dan kayu. tersedianya tenaga kerja yang
murah — seperti padaindustri tekstil, alas kaki, dan barang el ektronik

5. Komoditi primer yang merupakan andalan ekspor Indonesia pada umumnya
dalam bentuk bahan mentah sehingga nilai tambah yang diperoleh sangat kecil.
Misalnya Indonesia mengekspor kayu dalam bentuk gelondongan, yang kemudian
diimpor lagi dalam bentuk mebel karena terbatasnya penguasaan desain dan
teknologi.

6. Mash relatif rendahnya kualitas sumber daya manusia. Hal ini sangat dipengaruhi
oleh sistem pendidikan formal dan pola pelaksanaan pelatihan yang cebderung
masih bersifat umum dan kurang berorientasi pada perkembangan kebutuhan
dunia usaha. Selain itu, rendahnya kualitas sumber daya manusia akibat dari pola
penyerapan tenaga kerja di masa lalu yang masih mementingkan pada jumlah
tenaga manusia yang terserap. ketimbang kualitas tenaga manusianya.

Dalam konteks daerah, diketahui bahwa Secara keseluruhan, laju pertumbuhan
industri pengolahan tahun 2016 adalah sebesar 5,32 persen, sedangkan lapangan usaha
yang mencatatkan laju pertumbuhan terbesar adalah industri makanan dan minuman
yaitu sebesar 9,98 persen, kemudian diikuti oleh industri kayu, barang dari kayu dan
gabus dan barang anyaman dari bambu, rotan, dan sgenisnya, dan industri furnitur
yaitu sebesar 6,90 persen dan 6,15 persen. Peningkatan lgu pertumbuhan kategori
industri pengolahan tahun 2012-2016 mengalami fluktuasi di mana pada tahun 2014
sampal 2015 berada di atas pertumbuhan ekonomi sedangkan pada tahun 2016 ada di
bawah pertumbuhan ekonomi. Tingginya peran lapangan usaha pertanian dikaitkan
dengan lapangan usaha industri, mengindikasikan bahwa aktivitas industri khususnya
yang mengolah hasil-hasil pertanian kurang optimal. Oleh karena itu, untuk
meningkatkan peranan lapangan usaha industri dapat dilakukan dengan

mengoptimalkan aktivitas pengolahan hasil-hasil pertanian.
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C. Tujuan Dan Kegunaan K egiatan Penyusunan Naskah Akademik

PenyusunanNaskahA kademikinibertujuan:

1. Untukdijadikan acuan dan pedoman untuk merumuskan pokok-pokok pikiran yang
ideal menjadi bahan dan dasar bagi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pengembangan Industri di NTB.

2. UntukmenyamakanpersepsiantaraPemerintah  Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dalampembangunanindustri di Nusa Tenggara Barat
denganmenetapkanRencanal nduk Pembangunan Industri yang
dapatdijadikanpedomandalampembangunan industry di Provinss Nusa Tenggara
Barat.

D. MetodePenyusunanNaskahAkademik.

Untuk menyusun Raperda tentang Rencana Pengembangan Industri di NTB
dengan metode yuridis empiris yaitu yang diawali dengan melakukan kajian dan
penelitian peraturan perundang-undangan balk secara hirarkhi maupun pararel.
Kemudian melakukan observasi ke lapangan dengan menggai informasi dari nara
sumber melalui diskus terarah, wawancara ke institusi yang terkait, pengambilanan
data-data |apangan dan bahan hukum yang terkini, juga menemui nara sumber yang
kompeten di bidangnya untuk dimintai informasinya berkaitan dengan tugas dan
kewajibannya dalam institusi untuk dicocokkan dengan peraturan perundang-undangan
yang sedang berlaku. Adapun rincian kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Metodeyuridisnormatifdilakukanmelal uistudipustaka yang menelaah (terutama) data
sekunder, baik yang berupaperundang-undanganmaupunhasil-hasilpenelitian,
hasilpengkajian dan referensilainnya.

Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengetahui landasan atau dasar
hukum pengembanganindustri sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan
praktek pelaksanaannya yang dilihat dari peraturan kebijakan, keputusan dan
tindakan pejabat atau organ pemerintah maupun pemerintah daerah lainnya yang
terkait dengan masalah penelitian. Pendekatan teoritis dilakukan untuk mengetahui:
konsep ilmiah, landasan filosofis dan landasan politis pengembangnindustri.
Pembahasan dalam penelitian yuridis normatif dilakukan secara deskriptif analitis.
Data penelitian didapatkan dari dokumen-dokumen sehingga juga merupakan
penelitian dokumen. Dokumen yang dipilih adalah dokumen-dokumen yang terkait
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dan dapat menjawab permasalahan penelitian. Dokumen-dokumen tersebut melipuiti

dokumen-dokumen hukum dan literatur terkait, media massa dan lain-lain.

Fokus penelitian yuridis normatif ini adalah:

a. Mengkagi landasan atau dasar hukum pengembangn industri sesuai dengan
ketentuan hukum yang berlaku dan praktek pelaksanaannya yang dilihat dari
peraturan kebijakan, keputusan dan tindakan pegabat atau organ pemerintah
maupun pemerintah daerah.

b. Mengkaji konsep ilmiah pengembangnindustri

c. Mengkaji landasan filosofis pengembangnindustri.

d. Mengkaji landasan politis pengembanganindustri.

Dokumen-dokumen yang akan diteliti sebagai sumber data dalam penelitian hukum

disebut dengan bahan-bahan hukum. Bahan-bahan hukum dalam penelitian ini

meliputi :

a. Bahan Hukum Primer yang berupa peraturan perundang-undangan.

b. Bahan Hukum Sekunder yang berupa pendapat ahli, literatur, hasil penelitian
terdahulu, dan lain-lain.

c. Bahan Hukum Tertier yang berupa kamus dan ensiklopedi.

Proses andisis dilakukan dengan pengelompokan data yang terkumpul dan

mempelgarinya untuk menemukan prinsip-prinsip yang akan menjadi pedoman

pembahasan. Prinsip-prinsip tersebut diperoleh dengan penafsiran terhadap bahan-
bahan hukum serta konteks ruang dan waktu dokumen tersebut dibuat.

Data-data dikumpulkan berdasarkan permasalahan tinjauan yuridis yaitu dasar

pengaturan suatu masalah yang diatur. Selanjutnya dilakukan analisis yang

menghubungkan antara tinjauan yuridis dengan tinjauan teoritis. Dengan demikian
akan menghasilkan gambaran atas suatu masalah yang diatur.

SedangkanpendekatanY uridisSEmpirisdapatdilakukandenganmenelaah data primer

yang diperoleh/dikumpulkanlangsungdarimasyarakat. Penelitian empiris dilakukan

untuk menganalisis pengalaman empirik dari para stakeholders yang terkait dengan
suatu masalah yang diatur. Data empiris yang digunakan dalam penulisan Naskah

Akademik ini adalah :

a. Kebutuhan hukum masyarakat dalam pengaturanpengembangnindustri.

b. Kondis sosial masyarakat.

c. Nilai-nilai yang berkembang dimasyarakat
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Umumnya metode penelitian pada Naskah Akademik menggunakan pendekatan
yuridis normatif yang utamanya menggunakan data sekunder, yang dianalisis secara
kualitatif. Namun demikian, data primer juga sangat diperlukan sebaga penunjang
dan untuk mengkonfirmas data sekunder.
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BAB I1
KAJIAN TEORITISDAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis
1. Pengertian Industri
Industri merupakan sektor ekonomi yang di dalamnya terdapat kegiatan
produktif yang mengolah barang jadi atau barang setengah jadi (Dumairy, 1996).
Menurut Kartasapoetra (2000), pengertian industri adalah kegiatan ekonomi yang
mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan atau barang jadi
menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi lagi penggunaannya, termasuk kegiatan
rancang bangun industri dan perekayasaan industri. Secara global, peran sektor industri
dalam mendorong kebangkitan ekonomi masyarakat cukup kuat. Hal ini disebabkan
karena keterkaitan sekotr industri terhadap sektor-sektor ekonomi lainnya.
Usahaindustri atau perusahaan merupakan suatu kesatuan unit yang mel akukan
kegiatan ekonomi bertujuan menghasilkan barang dan jasa, terletak pada suatu
bangunan atau lokas tertentu, dan mempunyai catatan produks dan struktur biaya
serta ada seorang atau lebih yang bertanggung jawab atau usaha tersebut. Industri
merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesgjahteraan penduduk. Dari sudut
pandang geografi, industri sebagai suatu sistem yang terdiri dari perpaduan sub sistem
fisis dan sub sistem manusia (Sumaatmaja, 1981).
Menurut Partadirja (1985), dalam mendukung suatu indsutri dipengaruhi oleh
faktor-faktor produks antaralain:
a. Faktor produksi modal.
Faktor produksi modal terdiri dari modal buatan manusia dan lahan. Modal
buatan manusia termasuk diantaranya adalah bangunan-bangunan, mesin-mesin,
jalan raya, kereta api, bahan mentah, persediaan barang jadi dan setengah jadi.
Modal lahan terdiri dari tanah, air, udara, sertamineral di dalamnya.
b. Faktor produksi tenagakerja.
Faktor produksi tenaga kerja terdiri dari tenaga kerja atau buruh dan
kewirausahaan. Faktor tenaga kerja berupa jumlah pekerja termasuk tingkat
pendidikan dan tingkat keahliannya. Kewirausahaan sebagai kecakapan seseorang
untuk mengatur faktor-faktor produksi lain beserta resiko yang dipikulnya berupa

keuntungan dan kerugian.

Bab2-7



NaskahAkademikRancanganPeraturan Daerah RencanaPengembanganindustriPropinsi NTB

2. Tujuan Pembangunan Industri
Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian
disebutkan bahwa pembangunan industri berlandaskan demokrasi ekonomi,
kepercayaan pada kemampuan dan kekuatan diri sendiri, manfaat, dan kelestarian
lingkungan hidup.
Daam pandangan umum, bahwa pembangunan industri di Indonesia bertujuan
untuk :

a. Meningkatkan kemakmuran dan kesgahteraan rakyat secara adil dan
merata dengan memanfaatkan dana, sumber daya alam, dan/atau hasil
budidaya serta dengan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian
lingkungan hidup.

b. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara bertahap, mengubah struktur
perekonomian ke arah yang lebih baik, mgu, sehat, dan lebih seimbang
sebagal upaya untuk mewujudkan dasar yang lebih kuat dan Iebih luas bagi
pertumbuhan ekonomi pada umumnya, serta memberikan nilai tambah bagi
pertumbuhan industri pada khususnya.

c. Meningkatkan kemampuan dan penguasaan serta mendorong terciptanya
teknologi yang tepat guna dan menumbuhkan kepercayaan terhadap
kemampuan dunia usaha nasional.

d. Meningkatkan keikutsertaan masyarakat dan kemampuan golongan ekonomi
lemah, termasuk pengrajin agar berperan secara aktif dalam pembangunan
industri.

e. Memperluas dan memeratakan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha,
serta meningkatkan peranan koperasi industri.

f. Meningkatkan penerimaan devisa melalui peningkatan ekspor hasil produksi
nasional yang bermutu, disamping penghematan devisa melalui pengutamaan
pemakaian hasil produksi dalam negeri, guna mengurangi ketergantungan
kepada luar negeri.

0. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan industri yang menunjang
pembangunan daerah dalam rangka pewujudan Wawasan Nusantara.

h. Menunjang dan memperkuat stabilitas nasional yang dinamis dalam rangka
memperkokoh ketahanan nasional .
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Sementara tujuan pembangunan kawasan industri secarategas dapat di simak di
dalam Kepres No. 41 Tahun 1996 Tentang Kawasan Industri, pada pasal 2 yang
menyatakan bahwa “pembangunan kawasan industri bertujuan untuk” :

a. Mempercepat pertumbuhan industri di daerah;

b. Memberikan kemudahan bagi kegiatan industri;

c. Mendorong kegiatan industri untuk berlokasi di kawasan industri; dan

d. Meningkatkan upaya pembangunan industri yang berwawasan lingkungan.

Menurut Tim Koordinass Kawasan Industri Kementerian Perindustrian R,
tujuan utama pembangunan dan pengusahaan kawasan industri (industrial estate)
adalah untuk memberikan kemudahan bagi para investor sektor industri untuk
memperoleh lahan industri dalam melakukan pembangunan industri. Pembangunan
kawasan industri dimaksudkan sebagali sarana upaya pemerintah untuk menciptakan
iklim investas yang lebih baik melalui penyediaan lokasi industri yang telah siap pakai
yang didukung oleh fasilitas dan prasarana yang lengkap dan berorientasi pada
kemudahan untuk mengatass masalah pengelolaan dampak lingkungan yang
ditimbulkan oleh limbah industri.

Menurut Sadono Sukirno Penciptaan kawasan perindustrian ditujukan untuk
pembangunan industri di daerah guna mempertinggi daya tarik dari daerah tersebut,
dengan harapan akan di peroleh manfaat sebagal berikut : menghemat pengeluaran
pemerintah untuk menciptakan prasarana, untuk menciptakan efisiensi yang lebih
tinggi dalam kegiatan industri-industri, dan untuk menciptakan perkembangan daerah
yang lebih cepat dan memaksimumkan peranan pembangunan daerah dalam
keseluruhan pembangunan ekonomi. Lebih lanjut dikatakan bahwa faktor yang lebih
penting lagi yang mendorong usaha menciptakan kawasan perindustrian adalah
besarnya keuntungan potensial yang akan diperoleh berbaga industri apabila fasilitas
yang demikian disediakan kepada mereka. Oleh sebab itu pengembangan kawasan
perindustrian terutama dimaksudkan untuk memberikan lebih banyak perangsang
kepada para penanam modal. Langkah tersebut akan mengurangi masalah mereka
untuk menciptakan atau mendapatkan tempat bangunan, dan dapat mengurangi biaya
yang diperlukan utuk mendirikan industrinya karena bangunan perusahaan dapat
disewa atau di beli dengan biaya yang tidak terlalu mahal.

Kawasan perindustrian dapat menimbulkan pula berbagai jenis external
aconomies kepada industri-industri tersebut. Dengan demikian adanya pertumbuhan
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industri dalam kawasan industri dapat mempertinggi efisiensi kegiatan industri
tersebut.
3. Pengdlompokan Jenis|ndustri.

Departemen Perindustrian  Indonesia mengelompokan industri  nasional

Indonesia menjadi 3 kelompok besar yaitu :

a. Industri Dasar
Industri dasar merupakan industri yang bersifat padat modal dengan tekonologi
yang digunakan merupakan teknologi maju, teruji dan tidak padat karya namun
mendorong terciptanya lapangan kerja skala besar. Industri dasar meliputi
kelompok industri mesin dan logam dasar (IMLD) dan kelompok industri kimia
dasar (IKD). Industri mesin dan logam dasar terdiri dari industri yang
menghasilkan kendaraan bermotor, mesin dan bahan baku yang berbentuk logam
dasar seperti, industri mesin pertanian, elektronika, kereta api, kendaraan bermotor,
besi, baja dan aluminium.. berbeda dengan industri kimia dasar, merupakan industri
yang menggunakan bahan baku kimia dalam proses produksinya seperti industri
karet alam, industri pestisida, industri pupuk dan industri silikat.

b. Aneka Industri
Aneka industri merupakan industri yang menggunakan teknologi menengah dan
teknologi maju, dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan atau
pemerataan, serta memperluas kesempatan kerja. Y ang termasuk dalam industri ini
adalah industri yang mengolah sumber daya hutan, serta sumber daya pertanian
secara luas.

c. Industri Kecil
Industri kecil terdiri dari industri pangan (makanan, minuman dan tembakau),
industri sandang dan kulit, industrikimia dan bangunan, industri kergjinan umum
dan industri logam.

Kegiatan usaha industri menurut Peraturan Menteri Perindustrian Republik
Indonesia, Nomor 64/M-IND/PER/7/2016, terdapat tiga jenis kegiatan usaha industri
yang ditetapkan berdasarkan jumlah Tenaga Kerja dan/atau Nilai Investasi, yaitu
a. Industrikecil merupakan industri yang mempekerjakan paling banyak 19

(sembilan belas) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi kurang dari
Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan
tempat usaha.
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b. Industri menengah merupakan industri yang mempekerjakan paling banyak 19
(sembilan belas) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi paling sedikit
Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) atau mempekerjakan paling sedikit 20
(dua puluh) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investas paling banyak
Rp.15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

C. Industri besar merupakan industri yang mempekerjakan paling sedikit 20 (dua
puluh) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investas lebih dari
Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

Jenis industri dalam pembinaan Direktorat Jenderal dan Badan di Lingkungan

Kementerian Perindustrian berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik

Indonesia No 30/M-IND/PER/7/2017 meliputi:

a.  Industri agro,

b. Industri kimia, tekstil dan aneka

c. Industri logam, mesin, alat transportasi dan elektronika

d

Industri kecil dan menengah

4. Klaster Industri.

Hubungan erat yang mengikat perusahaan-perusahaan dan industri tertentu
secara bersama dalam beragam aspek perilaku umum, seperti misalnya lokasi
geografis, sumber-sumber inovasi, pemasok dan faktor produks bersama, dan lainnya
membentuk suatu klaster industri (Bergman & Feser, 1999). Sedangkan menurut
Disperindang, klaster industri merupakan kelompok industri dengan focal/core
industry yang saling berhubungan secara intensif dan membenntuk partnership baik
dengan supporting industry maupun related industry. Menurut Schmitz dan Nadvi
(1999, dalam Hartanto, 2004), klaster industri merupakan pengelompokan di sebuah
wilayah tertentu dari berbagai perusahaan dalam sektor yang sama.

Terbentuknya suatu klaster industri tidak terlepas dari konsep teoritis utama
yang mendukungnya. Berdasarkan Bergman & Feser (1999) setidaknya terdapat lima
konsep teoritis utama mendukung klaster industri yaitu external economies, lingkungan
inovasi, cooperativ competition, interfirmrivalry dan path dependece.

a. External economies
Terdapat dua pendekatan konseptua yang untuk memahami manfaat
terkonsentrasinya industri dalam ruang geografis. Teori lokas industri Weber yang
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mengidentifikasi ekonomi aglomerasi, yaitu penghematan biaya yang didapat oleh
industri akibat dari meningkatnya konsentrasi secara spasial. Sementara itu pada
teori Marshall menyebutkan bahwa eksternalitas ekonomi sebagal penghematan
biaya bagi perusahaan karena ukuran atau pertumbuhan output secara umum.
. Lingkungan Inovasi
Lingkungan merupakan tatanan yang mampu menjadi perantara untuk suatu proses
sinergis. Pendekatan inovasi lingkungan mengasumsikan suatu endowment
kelembagaan daerah yang baik. Karakteristik lingkungan akan mendukung terjadi
interaksi antar pihak untuk pertukaran pengetahuan dan informasi.
. Cooperativ Competition
Industri yang bersaing satu dengan lainnya akan berusaha mencari cara untuk dapat
bekerjasama dalam pengembangan produk ataupun mencari perhatian pasar. Pola
kerjasama dapat didasarkan atas kepercayaan, ikatan keluarga, dan tradisi.
. InterfirmRivarly
Persaingan akan sangat mempengaruhi pembelgjaran, inovasi, dan kewirausahaan
yang akan membentuk pola perkembangan ekonomi daerah.
. Path Dependence
Path dependence mengacu pada keadaan umum dimana pilihan tekonologi,
walaupun nampaknya tidak efisien, inferior, ataupun yang suboptimal, akan
mendominasi alternatif/pilihan lainnya dan akan “memperkuat” terus, walaupun
bukan berarti dengan upaya intervensi yang cukup signifikan hal tersebut tidak
dapat diubah.

Menurut Tambunan (1999), terdapat beberapa karakteristik dari sentra industri

yaitu:

a.  Sgumlah pengusaha pada skala yang sama yang pada umumnya membuat jenis-

jenis produk yang sama atau sejenis dan berlokas saling berdekatan di suatu
wilayah. Terdapat fasilitas terutama dari pemerintah yang dapat digunakan
bersama oleh semua pengusaha di lokasi tersebut.

Sentra mencerminkan keahlian yang seragam dari penduduk di wilayah tersebut
yang sudah dimiliki segjak lama, turun temurun.

Adanya kerjasama antara sesama pengusaha, misanya dalam pengadaan bahan

baku atau pemasaran.

Bab2-12



NaskahAkademikRancanganPeraturan Daerah RencanaPengembanganindustriPropinsi NTB

d. Di dalam sentraterdapat pensuplai bahan baku, alat-alat produksi dan mesin, dan
komponen-komponen subkontraktor.

Kawasan industri di Indonesia pertama kali dikembangkan oleh pemerintah
melalui BUMN pada tahun 1970-an sebagal reaks terhadap kebutuhan lahan industri.
Semakin meningkatnya arus investasi di Indonesia, baru tahun 1989 pihak swasta
diperbolehkan mengembangkan kawasan industri (Timocitin, 2000). Kawasan industri
merupakan suatu tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasaran
dan sarana yang disediakan dan dikelola oleh perusahaan kawsan industri (Christanto,
2011, hal. 10).

B. Kajian PraktikEmpiris.
C. Asag/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan RancanganPeraturan Daer ah.

Dalan rangka menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan dan
memperlancar pembangunan, diperlukan suatu kebijakan berupa ketentuan-ketentuan yang
harus dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur
pemerintah, di samping melakukan koordinasi, dan integrasi, juga melakukan
sinkronisasi. Maksudnya supaya pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dapat berjalan
dengan lancar dan berhasil dengan baik, adanya kesatuan tindakan dan tindakan itu harus
serasi, seirama, dan selaras antara satu dengan lainnya.

Lingkup kebijakan pemerintah dapat dibedakan menjadi kebijakan nasional dan
kebijakan daerah. Kebijakan nasiona adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah
pusat yang bersifat fundamental dan strategis dalam mencapai tujuan nasional. Kebijakan
daerah adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah sebagai pelaksanaan
otonomi daerah.

Ruang lingkup kebijakan pemerintah dapat ditinjau dari beberapa aspek, yaitu:

1. aspek substansi (sektor/bidang), yaitu: aspek sosia ekonomi, budaya, administrasi,
lingkungan hidup dan lain sebagainya;

2. aspek strata, yaitu: kebijakan strategis, kebijakan eksekutif/ mangerial, dan kebijakan
teknis operasiondl;
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3. aspek status hukum, yaitu: Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan
Presiden, Instruksi Presiden, Keputusan Menteri dan lain sebagainya’.

Implementasi atau pelaksanaan kebijakan pemerintah bukanlah sekedar berkaitan
dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur
rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia juga menyangkut masalah
konflik, keputusan, dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan®. Oleh karenaitu
tidaklah keliru apabila dikatakan bahwa pelaksanaan kebijakan merupakan aspek yang
penting dari keseluruhan proses kebijakan.

PembentukanRaperdaRencana Pembangunan IndustriProvinss Nusa Tenggara
Barat yang bai kharusberdasarkan pada
asaspembentukanperaturanperundangundangansesuaiketentuanPasal 5 UU Nomor 12
Tahun 2011 Tentang PembentukanPeraturanPerundang-Undangan, yaitusebagaiberikut :

1. kg elasantujuan, yaitubahwaseti appembentukanperaturanperundang-
undanganharusmempunyaitujuan yang jelas yang hendakdicapai.

2. kelembagaanataupejabatpembentuk yang tepat,
yaituseti apj eni speraturanperundang-undanganharusdibuat oleh

lembaga/pejabatpembentukperaturanperundang-undangan  yang  berwenang dan
dapatdibatalkanataubatal demi  hukumbiladibuat oleh lembaga/pejabat  yang
tidakberwenang.

3. kesesuaianantar ajenis, hierarki dan materimuatan,
yaitudal ampembentukanperaturanperundang-undanganharusbenar-
benarmemperhatikanmaterimuatan yang tepatdenganjeni speraturanperundang-
undangan. MaterimuatanPeraturan Daerah
Provinsiberisimaterimuatandal amrangkapenyel enggaraanotonomidaerah dan
tugaspembantuansertamenampungkondisikhususdaerah
dan/ataupen; abaranl ebi hlanjutPeraturanPerundangundangan yang lebihtinggi.

4. dapatdilaksanakan, yaitubahwaseti appembentukanperaturanperundang-
undanganharusmemperhatikanef ektifitasperaturanperundang-undangantersebut di

dalammasyarakat, baiksecarafilosofis, yuridismaupunsosiol ogis.

1Soetaryono dalam Istislam, 2000, Kebijakan dan Hukum Lingkungan Sebagai
Instrumen Pembangunan Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan, Arena Hukum,
Nomor 10 Tahun Keempat, Maret 2000, Jakarta, hal. 75.

2M. Grindie dalam Wahab Solichin Abdul, 1991, Analisis Kebijakan, PT. Bumi
Aksara, Jakarta, hal. 57.
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5. kedayagunaan dan kehasilgunaan, yaitusetiapperaturanperundang-
undangandi buatkarenamemangbenar-benardibutuhkan dan
bermanfaatdal ammengaturkehi dupanbermasayarakat, berbangsa dan bernegara.

6. kg elasanrumusan, yaitusetiapperaturanperundang-
undanganharusmemenuhipersyaratanteknispenyusunan, sistematika dan pilihan kata
atauterminologi, sertabahasahukumnyajel as dan
mudahdi mengerti sehinggati dakmeni mbul kanberbagai macaminterpretasi dal ampel aksana
annya.

7. keterbukaan, yaitudalam proses pembentukanperaturanperundang-
undanganmul ai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan
pembahasanbersifattransparan dan terbuka.
Dengandemikiansel uruhl api sanmasyarakatmempunyai kesempatansel uas-
|uasnyauntukmemberikanmasukandalam proses  pembuatanperaturanperundang-
undangan.

Di sampingitumaterimuatan pada RancanganPeraturan Daerah mencerminkanasas-
asassebagaiberikut :

1. asaspengayoman,
bahwaseti apmaterimuatanRaperdaharusberfungsimemberikanperlindungandal amrangka
menci ptakanketentramanmasyarakat.

2. asaskemanusiaan, bahwasetiapmaterimuatanRaperdaharusmencerminkanperlindungan
dan penghormatanhak-hakasasi

3. asaskebangsaan, bahwaseti apmuatanRaperdaharusmencerminkansifat dan
watakbangsa  Indonesia yang  maemukdengantetapmenjagaprinsip  negara
kesatuanRepublik Indonesia.

4. asaskekeluargaan,
bahwaseti apmaterimuatanRaperdaharusmencerminkanmusyawarahuntukmencapa mufa
katdal amseti appengambil ankeputusan.

5. asaskenusantaraan,
bahwaseti apmaterimuatanRaperdasenanti asamemperhati kankepentingansel uruh
wilayah  IndonesiadanmaterimuatanPerdamerupakanbagiandarisistemhukumnasional
yang berdasarkan Pancasila.

6. asasbhinnekatunggalika,

bahwaseti apmaterimuatanRaperdaharusmemperhati kankeragamanpenduduk, agama,
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suku dan golongan, kondisidaerah dan budayakhususnya yang menyangkutmasalah-
masal ahsensitifdal amkehidupanbermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

7. asaskeadilan,
bahwaseti apmaterimuatanRaperdaharusmencerminkankeadilansecaraproporsional bagis
etiapwarga negara tanpakecuali.

8. asaskesamaankedudukandalamhukum dan pemerintahan,
bahwaseti apmateri muatanRaperdati dakbol ehberisihal -hal yang
bersifatmembedakanberdasarkanl atarbel akang, antara lain agama, suku, ras, golongan,
gender atau status sosial.

9. asasketertiban dan kepastianhukum,
bahwaseti apmateri muatanRaperdaharusdapatmeni mbul kanketertibandalammasyarakat
mel al uijami nanadanyak epastianhukum.

10. asaskeseimbangan, keserasian dan keselarasan,
bahwaseti apmaterimuatanRaperdaharusmencerminkankeseimbangan, keserasian dan
kesel arasanantarakepentinganindividu dan masyarakatdengankepentinganbangsa dan
negara

Selainasas-asastersebut diatas yang sesuai denganUndang-undangNomor 12 Tahun

2011 TentangPembentukanPeraturanPerundang-Undangan, maka yang

sesuai dengansubstansi RancanganPeraturan Daerah Rencana Pembangunan

IndustriProvins Nusa Tenggara Barat, yaitu :

1. "asaskemanfaatan” adal ahpengel olaan, pemanfaatan, penanganan dan
pengaturanindustriharusmemberi kanmanf aatsecaral uasbagi kepentinganmasyarakat,
bangsa, dan negara.

2. “asaskeamanan dan keselamatan” adalahpemanfaatan
dan/ataupenggunaani ndustri harusmemberikan rasa aman dan
sel amatkepadapenggunakendaraan dan/ataupemakaijalan.

3. “asaskeserasian dan keseimbangan”
adal ahpemanf aatani ndustri harusmemperhati kanberbagai aspek seperti kepentinganekono
mi, sosial, budaya, dan perlindungansertapel estarianekosi stem.

4. "asaskeselarasan” adalahbahwapemanfaatan dan/ataupenggunaani ndustriharusseimbang
dan sgjalandengankepentinganmasyarakat dan negara.

5. "asaskeberlanjutan” adal ahkegiatanpembangunandapatberl angsungsecaraterus-menerus,
berkesinambungan, untukmencapaitujuan yang diharapkan.
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6. "asasketerbukaan” adal ahbahwapemanfaatan
dan/ataupenggunaani ndustri harusdil ak sanakandenganmemberikanak seskepadamasyara
katuntukmendapatkaninformasi yang berkaitandenganPengadaan Tanah.

7. "asaskesgahteraan” adal ahpemanfaatan
dan/ataupenggunaani ndustri harusmemberikannilai tambahbagi kel angsungankehidupanP
ihak yang Berhak dan masyarakatsecaraluas.

8. “asaskemitraan” adalahberkenaandenganpenyelenggaraan dan/ataupemanfaatanindustri
yang  melibatkanperansertapemangkukepentinganmelaluisuatuhubungankerja  yang

harmonis, setara, timbalbalik dan sinergis.

D. Praktik Penyelenggaraan, Kondis Yang Ada, Serta Permasalahan Yang
Dihadapi Masyar akat
1. Kondis yang ada.
Tingkat kemiskinan di  NTB mashberada di bawah ratarata

tingkatkemiskinannasional, akantetapitingkatkemiskinan di NTB
cenderungtetapatauti dakmengal ami perubahan yang signifikan.
M eski punti ngkatkemi skinanrendahtetapitren yang

tidakmengal ami perubahandapatmengindikasi kanmeski punti ngkatpertumbuhanekon

omi NTB bagussecara regional,

ternyatati dakdiikuti denganpenguranganangkakemiskinannya.

2. Permasalahan Y ang Dihadapi.

a. PermasalahanSecaraUmum
Perekonomian NTB pada tahun 2016 mengal amiperlambatandibandungtahun
2015, di mana tahun 2015 NTB memilikilgupertumbuhantertinggi se-
Indonesia yaitusebesar 21.77 persen. Laupertumbuhanekonomi Nusa Tenggara
Barat sgjaktahun 2013 sampaidengan 2016 memilikilgjupertumbuhan di atas 5
persenmeski punkondisi perekonomian di Indonesia
sedanglesuakibatdarikrisisekonomi global. Lag upertumbuhaninimasihberada di
atasl gjupertumbuhannasi onal .M el ambatnyapertumbuhanekonomitersebutsgjala
ndengansemakinstabil nyakegi atanpertambanganbijihlogam, di mana
produksikonsentratdari PT. Aman Mineral telahmencapaikapasitasproduksi
yang optima.Polapertumbuhan yang beada di aas ratarata
pertumbuhannasi onal berarti Nusa Tenggara Barat
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menyumbangkanpertumbuhanekonomi  yang pentingbagi Indonesia dan
tidakterlal uterpengaruhdengankondisi perekonomian dunia.

b. PermasalahanSecaraK husus
L apanganusahai ndustri yang
diharapkandapatmenopangl apanganusahapertanian,
ternyatahanyamempunyai peranan di bawah 5 persen. Hal
inidi sebabkanaktivitasindustri yang ada di NTB pada
umumnyamerupakani ndustrirumahtanggapenci ptaannilaitambahterbesar  pada
lapanganusahai ndustriberasal dari aktivitasi ndustrimakanan dan
minumanyaitusebesar 51 persen dan aktivitaspengolahantembakau yang
berupapengeringantembakauyaitusekitar 26 persen.
Tingginyaperanl apanganusahapertani andi kai tkandenganl apanganusahai ndustri,
mengindikasikanbahwaaktivitasindustrikhususnya  yang mengol ahhasil -
hasil pertani ankurangoptimal .Olehkarenaitu,
untukmeni ngkatkanperananl apanganusahai ndustri dapatdil akukandenganmengo
ptimal kanaktivitaspengol ahanhasi|-hasi| pertanian.
Problematika lain yang merintangiupayaindustrialisasi NTB
adal ahkualitaslingkunganhidup yang cukup. Jika
dibandingkandenganindekskualitaslingkunganhidupnasional, indeks NTB
hanyaselish 0,03 pada tahun 2014, sedangkandaritahun 2011-2013
persistenl ebihrendah. Berdasarkan data tahun 2014, indeks air di Provinss NTB
merupakan yang terendahdibandingkandenganduaaspek lain yaitusebesar

53.50. Berbedadenganduaaspek lain
yaituindeksudaradenganangkatertinggisebesar 92.83 dan tutupanhutan di NTB
sebesar 63.72.

Berdasarkan data tersebutdapatdikatakanbahwakondiss di  NTB  minim
pencemaranudara.Haliniberartikegiatan yang berlangsung di Provinss NTB
terutamaindustri  minim menghasilkanpencemaran NO2 dan pencemaran
SO2.Kondis

ini harusdi pertahankanberi kutnyauntukmenjadi perhatianpel aksaanindustri - yang
memperhati kanbuangandariudarasehinggati dakmenghasi | kanpencemaranudara.
Rendahnyaindeks ar di Provins NTB
dibuktikandenganadanyatemuantingginyacemaranE.Coli yang ada di sunga
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dan bendungan di NTB. Hal initelahmenjadiisuprioritaslingkunganhidup di
Provinsi NTB. Berdasarkanhasi|pengujianbakumutu air sungai yang dilakukan
di 9 lokasisunga dan 4 lokasibendungan, diketahuibahwakonsentrasiE.Coli
pada masing-masingsungai dan bendunganmasi hsangatti nggi mel ebi hibakumutu
yang dipersyaratkan oleh PeraturanPemerintahNomor 82 Tahun 2011
tentangPengel olaanK ualitas Air dan PengendalianPencemaran Air.
Inimengindikasikanbahwa proses produksi di NTB kedepanharusmengarah
pada produksihijau. Mengacu pada uu perindustrian,
industri hijauadal ahindustri yang dalam proses
produksi nyamengutamakanupayaefiensi dan
ef ektivitaspenggunaansumberdayasecaraberkel anj utansehingamampumenyelara
skanpembangunani ndustridengankel estari anfungsi lingkunganhi dupsertadapatm
emberikanmanfaatbagimasyarakat.

E. Implikas Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Perda Rencana
Pembangunan IndustriProvins Nusa Tenggara Barat Terhadap Aspek
Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan
Negara.

DengandiberlakunyaPeraturanDaerah Rencana Pembangunan IndustriProvinsi

Nusa Tenggara Barat membawai mplikasiterhadaphal -hal sebagai berikut:

1. Pemberianperanan yang
| ebi hbesarkepadaPemerintahdaerahdal ammenatapersoal anPembangunan
IndustriProvinsi Nusa Tenggara Barat

2. Peningkatanketaatan dan kesadaranhukummasyarakatpel akuusaha di daerah.

3. Menata dan mengorgani sasi tata
caraperijinandal amperencanaanpembangunanindustriProvins Nusa Tenggara
Baratsehinggamenjadilebihteratur dan terpadu;

4. Peningkatankoordinatif dan integratifkel embagaanda ampenyusunan dan
penetapankebijakantentangpembangunanindustriProvins Nusa Tenggara Barat.

5. Harus adapenyesual anregul asitentangpembangunanindustri di
daerahuntukmenjagasikronisasi dan harmoni sasi peraturan,
apabil aadakonfliknormasetekahditetapkanperaturandaerahnantinyatersebut.

6. Aspek lain yaitudarisisimasyarakat, maka juga
akanberdampakkarenadal ampenataani ndustri sebagai bagiandari rencanai ndukpembangun
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anindustri di daerahakanberdampak pada permasalahanpemukiman, penertiban dan
pengembangan industry yang juga akanmenyentuhranahmasyarakat.

7. Secarafinans alakanberdampakterhadapkeuangandaerah,
karenaperaturandaerahmerupakanhasilkesepakatanantaraPemerintah  Daerah  dengan
DPRD, sehinggaamanat yang tertuangdalamnorma-norma dan
substansi materiperaturandaerahmenjadikewajibanbagi Pemerintah Daerah dan DPRD
untukmenganggarkannyadalamPeraturan Daerah  tentangAnggaranPendpatan  dan
Belanja Daerah (APBD).
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BAB 11
EVALUASI DAN ANALISIS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT
Pembentukanperaturandaerahti dakdapatdi pi sahkanterkai tandenganperaturanperunda

ng-undangan yang lain, sel ai nperaturanperundang-undangan lain
tersebutdapatdijadikanpedoman dan
acuansecarasubstansi materi dalampenyusunanperaturandaerah, juga
untukmencegahterjadinyatumpangtindih dan
keti daksi nkronandari aspeksubstansimaterimuatan. Hal

ini perludil akukanuntukmenjagal egalitasdari peraturandaerah yang disusun dan ditetapkan.

Di dalam evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait ini maka dapat
ditinjau dari dua ha yaitu pertama, bagaimana melakukan analisa terhadap peraturan
perundang-undangan. Dan kedua, bagaimana mengevaluasi peraturan perundang-
undangan. Hal pertama lebih banyak bersentuhan dengan teori perundang-undangan,
seperti pengertian peraturan perundang-undangan, pengelompokan norma hukum, sifat,
hierarki peraturan perundang-undangan, muatan yang dikandung dalam peraturan
perundang-undangan, termasuk juga mengenai hak menguji terhadap peraturan perundang-
undangan.

Sedangkan yang kedua akan dilihat dari kacamata kebijakan publik (public policy)
dengan memakai pendekatan “The wheel public policy”. Ini dilakukan untuk mengetahui
kebutuhan hukum masyarakat terutama untuk menilai peraturan perundang-undangan yang
sedang diberlakukan.

Diddam penyelenggaraan pemerintahan balk dipusat maupun didaerah,
pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan sesuatu hal yang sangat penting.
Menurut S.J. Fockema Andrea dalam bukunya “Rechtsgeleerd handwoorden book”
perundangan-undangan atau legislation, mempunyai dua pengertian yang berbeda, yaitu :
a. perundang-undangan merupakan proses pembentukan/proses membentuk peraturan-

peraturan negara baik ditingkat pusat maupun daerah;
b. perundangan-undangan merupakan semua peraturan-peraturan negara, yang merupakan
hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah.

Dengan demikian jelas bahwa apabila kita membicarakan peraturan perundang-
undangan, hal ini berkaitan dengan norma hukum yang bentuknya tertulis, yang dibuat

oleh lembaga-lembaga yang mempunyai kewenangan untuk membentuknya, seperti DPR
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(Pasal 20 ayat (1) Amandemen Pertama UUD 1945) atau DPRD Kabupaten/K ota bersama
dengan Bupati/Walikota ( Pasal 3 ayat 7 huruf b TAP MPR No. 111 Tahun 2000.
Selanjutnya evaluas dan analisis peraturan perundang-undangan terkait dengan

naskah akademik Raperda Pembangunan IndustriProvinsidapat dikemukakan sebagai

berikut:

1. Undang-UndangNomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.
Dalam rangka percepatan penyebaran dan pemertaan pembangunan industri ke seluruh
wilayah NKRI dan dalam rangka memudahkan sinergi dan koordinasi dalam
pembangunan industri di daerah, maka secara administratif wilayah ke dalam 10
(sepuluh) Wilayah Pengembangan Industri (WPI). Provins Nusa Tenggara Barat
termasuk dalam Wilayah Pengembangan Industri (WPI) Bai dan Nusa Tenggara
bersama tiga Provinsi lainnya yaitu Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara
Timur.

Sesual dengan amanat Pasal 14 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian, maka selanjutnya perwilayahan industri dilakukan melaui
pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri, pengembangan Kawasan Industri
dan Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah. Akan tetapi dalam hal
ini WPl Bali dan Nusa Tenggara khususnya Provins Nusa Tenggara Barat belum
terdapat penetapan wilayah sebaga WPPI. Sehingga akan ditetapkan dalam
perkembangan berikutnya sesuai dengan potensi yang mekanismenya menyesuaikan
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan menyenai perwilayahan industri.

Pengembangan industri daerah dilakukan dengan berlandaskan pada kebijakan yang
bersifat lintas sektoral dan program pengembangan industri prioritas. Kebijakan lintas
sektoral ini bertujuan untuk mendorong kemagjuan, pertumuhan dan peningkatan daya
saing industri, pengembangan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan industri,
kebijakan afirmatif terhadap IKM, serta penyediaan fasilitas bagi pelaku industri.

Program pengembangan industri prioritas diharapkan menjadi penggerak

pertumbuhan dan perkembangan industri nasional. Industri prioritas merupakan

bagian dari Kebijakan Industri Nasiona Tahun 2015-2017 yang terdiri dari 10

program pengembangan industri prioritas yaitu industri pangan, industri farmasi,

kosmetik, dan alat kesehatan, industri tekstil, kulit, alas kaki dan aneka, industri alat
transportasi, industri elektronika dan telematika (ICT), industri pembangkit energi,

industri barang modal, komponen, bahan penolong dan jasa industri, industri hulu
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agro, industri logam dasar dan bahan galian bukan logam, dan industri kimia dasar
berbasis migas dan batubara.
Daam menjaankan kebijakan pembangunan industri daerah provins mengacu pada
ketentuanPasal 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian:
(1) Setiap gubernur menyusun Rencana Pembangunan Industri Provinsi.
(2Rencana Pembangunan Industri  Provinsi mengacu kepada Rencana
IndukPembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional.
(3) Rencana Pembangunan Industri Provinsi disusun dengan paling sedikit
memperhatikan:
a. potens sumber dayaindustri daerah;
b. Rencana Tata Ruang Wilayah Provins dan/atau Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten/K ota; dan
Cc. keserasian dan keseimbangan dengan kebijakan pembangunan industri di
kabupaten/kota serta kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan.
(49Rencana Pembangunan Industri Provins ditetapkan dengan Peraturan
Daegrah Provins setelah dievaluas oleh Pemerintah sesual  dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
BerdasarkanketentuanPasal 10 ayat (4) bahwaadadelegasi yang diberikan oleh
undang-undangbagiPemerintah  Daerah  untukmenyusun dan  menetapkan
RPI Pdenganperaturandaerahsebagal pedomandal ammel aksanakanpembangunanperi
ndustrian di daerah.
SedangkandalamketentuanPasal  62ayat  (3)ditentukanbahwauntuk  menunjang
teredlisasinya pembangunan industri pemerintah daerah harus menjamin
tersedianya infrastruktur indsutri. Penyediaan infrastruktur industri dilakukan di
dalam maupun di luar kawasan peruntukan industri.
(5) Infrastruktur industri paling sedikit meliputi:
a. lahan industri berupa kawasan industri dan/atau kawasan peruntukan industri;
b. fasilitasjaringan energi dan kelistrikan;
c. fasilitasjaringan telekomunikasi;
d. fasilitasjaringan sumber daya air;
e. fadlitas sanitasi; dan
f. fadilitasjaringan transportas;
K etentuanPasal 63menentukanbahwa:
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(1) Untuk mendukung kegiatan industri yang efisien dan efektif diwilayah pusat
pertumbuhan industri dibanguna kawasan industri infrastruktur industri.

(2) Kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berada
pada kawasan peruntukan industri sesuai dengan rencanatata ruang wilayah.

2. Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daer ah.
Berdasarkanpembagi anurusankonkuren yang diatur di dalamUndang-UndangNomor
23 Tahun 2014 tentangPemerintahan DaerahsebagaimanadiaturdalamPasal 12 Ayat
3 bahwa Perindustriantermasukdal amurusanpemerintahanpilihan.
M eskipunsebagai urusanpemerintahanpilihan,
namunpembangunanpendustriansangatstrategi skarenamenyangkut  juga hajathidup
orang banyak yang berkaitandenganpercepatanpertumbuhanperekonomianmasyarakat
dan daerah yang akandapatmempercepatterwujudnyakesej ahteraanmasyarakat.
Berpedomankepadapembagi anurusankonkuren yang
diturdalammatrikpembagi anurusankonkurendal amlampiranUndang-UndangNomor 23
Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah, makaadabeberapaurusan yang
menjadikewenangan Daerah Provinsisebagaiberikut:

a. penetapanrencanapembangunanindustriProvins;

b. penetapanlzin Usaha IndustriBesar;

c. penerbitan IPUI bagi industry besar;

d. pennerbitan IUKI dan IPKI yang lokasinyalintasdaerahkabupaten/kotadalam 1
(satu) daerahprovins;

e. penyampaianlaporaninformasi industry untuk:
1) 1UI Besar dan izinperluasannya; dan
2) IUKI dan IPK1 yang lokasinyalintaskabupaten/kota.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk
Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 menyatakan bahwa RIPIN
2015-2035

Pasal 4Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk
Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 menentukan bahwa RIPIN 2015-
2035 dan KIN dijadikan acuan bagi:

a menteri dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian dalam menetapkan
kebijakan sektoral yang terkait dengan bidang perindustrian yang dituangkan dalam
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dokumen rencana strategis di bidang tugas masing-masing sebagai bagian dari
Rencana Pembangunan Jangka M enengah Nasional;
b. gubernur dalam penyusunan rencana pembangunan industri provinsi; dan
c. bupati/walikota dalam penyusunan rencana pembangunan industri kabupaten/kota.
Selanjutnya Pasa 5 menyatakan bahwa Rencana pembangunan industri provinsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b sgjalan dengan rencana pembangunan
jangka menengah daerah provins. Kemeudian Pasal 6 menyatakan bahwa Rencana
pembangunan industri kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c
sgja an dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota.
4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang
Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggar a Bar at.

Sesual dengan yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provins Nusa
Tenggara Barat pengembangan indsutri telah menjadi perhatian khusus diantaranya:
Pasal 3
Ayat (1) : Fungs wilayah perencanaan adalah sebagai kawasan unggulan agrobisnis

dan pariwisata
Ayat (2): kawasan unggulan agrobisnis dan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) diwujudkan melaui:
a. Revitalisas pengembangan pertanian, peternakan, perkebunan dan
perikanan;
b. akselerasi pengembangan kawasan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil;
c. akselerasi pengembangan kawasan pariwisata dan budaya;
d. akselerasi pengembangan industri kecil dan menengah ter masuk
industri rumah tangga dan kerajinan;
e. akseleras  pengembangan  infrastruktur  transportasi, energi,
telekomunikasi, sumberdaya air, sanitasi dan persampahan; dan
f. pemulihan dan pelestarian kawasan lindung.
Berdasarkan Pasal 3 ayat 2 tersebut secara umum dapat dilihat bahwa arah
pengembangan industri di Provins Nusa Tenggara Barat adalah agrobisnis yang
diwujudkan melalui Kawasan Unggulan Agrobisnis. Kawasan ungggulan ini mencakup
pengembangan pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan.
Secara lebih spesifik peruntukan kawasan industri tercantum pada Pasal 34 ayat (3), (4),
danayat(13).
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Pasal 34

Ayat (3) :

Ayat (4):

Kawasan peruntukan perkebunan berada di Kawasan Industri Masyar akat
Perkebunan (KIM-Bun): Komoditi unggulan jambu mete di KIM-Bun :
Sekotong, Kayangan dan Bayan, Utan Rhee, Sorinomo, Kempo, Wera, dan
Tambora; komoditi kelapa di KIM-Bun : Narmada, Gangga, Puijut,
Pringgabaya, dan Sumbawa; komoditi kakao di KIM-Bun Gangga, dan
Narmada; komoditi vanilli di KIMBun : Narmada dan Gangga; komoditi
kopi di KIM-Bun : Narmada, Gangga, Batulanteh, dan Tambora; komoditi
kemiri di KIM-Bun : Batulanteh, Wera, dan Tambora; komoditi tembakau
virginia di KIM-Bun Kopang dan Terara

Kawasan peruntukan peternakan berada tersebar di wilayah provinsi untuk
alokasi peningkatan jumlah ternak, penggemukan ternak, pembiitan ternak,
penyediaan pakan ternak, dan pengembangan industri pengolahan hasil
ternak.

Ayat (13): Kawasan peruntukan industri meliputi:

a.

Kawasan Agroindustri berada di Gerung, Kediri, Labuapi, Sekotong,
Bayan, Kayangan, Gangga, Batukliang, Praya Barat, Praya Timur, Jonggat,
Batukliang Utara, Praya Barat, Praya Timur, Pringgarata, Pujut, Selong,
Masbagik, Aikmel, Pringgabaya, Labuhan Hgi, Jerowaru, Jereweh,
Taliwang, Seteluk, Brang Rea, Alas, Utan, Rhee, Sumbawa, Moyohulu,
Moyohilir, Lape Lopok, Plampang, Empang, Dompu, Kempo, Bolo, Woha,
Belo, Wawo, Sape, dan Rasanak; dan Peraturan Daerah

. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah berada di Labuapi, Kediri,

Gerung, Tanjung, Pemenang, Praya, Batukliang, Kopang, Masbagik, Aikmel,
Labuhan Haji, Jereweh, Alas, Sumbawa, Empang, Plampang, Dompu,

Kempo, Hu’u, Bolo, Woha Sape, dan Pajo.dan RasanaE.

Provinsi Nusa Tenggara Barat juga merencanakan pengembangan Kawasan Strategis

Provinsi yang didalamnya berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar

terhadap tata ruang di wilayah sekitarnya, kegiatan lain di bidang yang sgenis dan

kegiatan di bidang lainnya, dan peningkatan kesgahteraan masyarakat. Terdapat

beberapa KSP yang memiliki sektor unggulan industri seperti yang tercantum pada
Pasal 36 ayat 2.
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Pasal 36
Ayat (2) : Kawasan strategis dari kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana
dimaksud, meliputi:

a. Mataram Metro meliputi Kota Mataram, Kecamatan Batulayar,
Kecamatan Gunungsari, Kecamatan Lingsar, Kecamatan Narmada,
Kecamatan Labuapi dan Kecamaan Kediri dengan sektor unggulan
perdagangan-jasa, industri dan pariwisata;

b. Senggigi-Tiga Gili (Air, Meno, dan Trawangan) dan sekitarnya di
Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Utara dengan sektor
unggulan pariwisata, industri dan perikanan;

c. Agropolitan Rasimas di Kabupaten Lombok Timur dengan sektor
unggulan pertanian, industri, dan pariwisata;

d. Kute dan sekitarnya di Kabupaten Lombok Tengah, sebagian wilayah
Kabupaten Lombok Barat dan sebagian wilayah Kabupaten Lombok
Timur dengan sektor unggulan pariwisata, industri dan perikanan;

e. Agroindustri Pototano berada di Kabupaten Sumbawa Barat dengan
sektor unggulan pertanian dan industri;

f. Teluk Saleh dan sekitarnya berada di Kabupaten Sumbawa dan
Kabupaten Dompu masing-masing beserta wilayah perairannya dengan
sektor unggulan perikanan, pariwisata, pertanian, peternakan, dan
industri;

g. Agropolitan Manggalewa berada di Kabupaten Dompu dengan sektor
unggulan pertanian, perkebunan dan industri;Hu’u dan sekitarnya
berada di Kabupaten Dompu dengan sektor unggulan pariwisata,
industri, pertanian, dan perikanan;

h. Teluk Bima dan sekitarnya berada di Kabupaten Bima dan Kota Bima
dengan sektor unggulan perikanan, pariwisata dan industri;

i. Waworada-Sape dan sekitarnya berada di Kabupaten Bima dengan
sektor unggulan perikanan, pariwisata dan industri.

Perencanaan terhadap pengembangan industri unggulan Provinsi Nusa Tenggara Barat
dibahas pula dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor
100/M-IND/PER/8/2010 tentang Peta Panduan Pengembangan Industri Unggulan
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Provinsi Nusa Tenggara Barat. Industri unggulan Provinsi NTB tercantum dalam Pasal
2ayat 1.
Pasal 2
Ayat (1) : Industri Unggulan Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri atas.
a. Industri Makanan yang terdiri dari :
1. Industri Pengolahan Berbasis Sapi yang meliputi industri dendeng
dan abon sapi (KBLI 10130) dan industri kerupuk kulit (KBLI
10794);
2. Industri Pengolahan Berbasis Jagung yang meliputi industri tepung
jagung (KBLI 10633) dan industri keripik/emping/marning jagung
(KBLI 10794);
3. Industri Pengolahan Rumput Laut yang meliputi industri karagenan
(KBLI 10219), industri manisan rumput laut (KBLI 10299) dan
industri dodol rumput laut (KBLI 10792); dan
4. Industri Pengolahan Ikan yang meliputi industri kerupuk ikan (KBLI
10794), industri abon ikan (KBLI 10219) dan industri ikan asin
(KBLI 10211).
b. Industri Kergjinan yang meliputi industri barang anyaman dari rotan
dan bambu (KBLI 16291), industri kerginan kayu (KBLI 16293),
industri gerabah (KBLI 23939), industri batik (KBLI 13134) dan
industri perhiasan mutiara (KBLI 32115).
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BAB IV
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS,DAN YURIDIS

A. LANDASAN FILOSOFIS.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 bahwa tujuan Negara dan tujuan pembangunan bangsa kita adalah untuk
mewujudkan masyarakat adil dan makmur dengan perdoman kepada tujuan dan fungs
Negara sebagaimana termaktub dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI 1945
yaitu; melindungi segenap dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan
kesgahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan
ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Bertitiktolakdaritujuan dan fungsi Negara tersebut sdah
satunyaadal ahuntukmemaj ukankesej ahteraanumum, maka Negara
dalamkapasitasnyasebagai regulator, fasilitator, regulator, katalisator, dinamisator dan
stabilisatormemegangperanansentral  dan  strategisdalanmelaksanakanfungsi  dan
mewujudkantujuan Negara tersebut, sdah satunyadenganpembangunan di
bi dangperindustrianmel al ui penyusunanRencanalnduk  Pembangunan IndustriProvinsi
Nus Tenggara Barat.

Tujuanawal pengaturantentangRencana Pembangunan  IndustriProvins  (RPIP)
untukmel akukansuatupeningkatandalamsektorindustri yang diwakilidenganpelayanan
dan pengabdian yang representasikan oleh RencanaPembangnanindsutriProvins
(RPIP) sebagai salah satuaspekutama. Dunia
i ndustri secaraumumnyaberperansebagaiagenpromosi yang membawagambarankepada
dunia seberapapenting dan berharganya negara ini,
karenasel al nsebagai sumberpendapatandevisa, industrimenjadi salah
satutolakukurbagaimananama  negara  akandibawake  negara-negara  lain.
Sehinggadalamhalini pemerintahdaerahperiu agar
daerahmembanguninfrastrukturindustrimenjadilebihbaik dan dapatdibanggakansebagai
basis daripembangunanekonomidaerah. Situasiinilah yang
kemudianmembawaperaturandaerahtentangRencana Pembangunan  IndustriProvinsi
(RPIP) pentinguntukdilakukanRencana Pembangunan IndustriProvinsi (RPIP) adalah

basis daripel ayanaanindustridaerah.
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Naskahakademiksebagai dasarpenyusunanPeraturan Daerah
tentangRencanaPengembangan Pembangunan IndustriProvins (RPIP) didasari pada
asasasa yang menjadilandasanfil osofi spenyusunanperaturanperundang-udnangan pada
umumnyayaitu:

1. AsasPengayoman,
bahwamaterimuatanperaturandaerahberfungsiuntukmemberikanperlindungandalam
rangkamenci ptakanketentramanmasyarakat;

2. AsasKemanusiaan,
dimanaperaturandaerahdi maksudkanuntukmemberikanperlindunganhak-
hakasasi manusi asertaharkat dan
martabatseti apwargamasyarakatsecaraproporsional;

3. AsasKeadilan, dimanaketentuan-
ketentuandal amperaturandaerahadal ahuntukmemberikankeadil ansecaraproporsiona
| bagi seti apwargamasyarakattanpakecualiserta;

4. Asasketertiban, dan kepastianhukumdimana sdah
satutuj uanutamadari peraturandaerahadal ahuntukmenci ptakanketertibandalammasya
rakatmel al uijami nanadanyakepastianhukum.

Naskahakademiksebagai dasarpenyusunanRancanganPerdaProvins: Nusa Tenggara
Barat tentangRencana Pembangunan IndustriProvins (RPIP)
iniberdasarkanketentuanPasal 10 ayat(2), Undang-UndangNomor 3 Tahun 2014
Tentang Perindustrian, bahwaRencana Pembangunan IndustriProvinsi (RPIP)
disusundenganmengacu pada RencanalndukPengembanganindustri Nasional (RIPIN)
dan ditetapkandenganPeraturan Daerah (PERDA).

1. Setiap warga negara berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

2. Terwujudnya keseimbangan antara peningkatan jumlah penduduk dan peningkatan
kualitas lingkungan.

3. Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

4. Tercapainya sasaran MDG’s tahun 2015

5. Terwujudnya pemerintah daerah yang bertanggungjawab terhadap pembinaan
terhadap aparat dan masyarakat

6. Terlibatnya peran masyarakat dalam penyelenggaraan pengelolalan air limbah
domestik domestik

7. Terwujudnya pembangunan yang berwawasan lingkungan
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Bertitiktolakdariurai antersebut, makapenyusunanRencana Pembangunan
IndustriProvinsitidak lain  sebagai pedomandalampembangunan industry di Nusa
Tenggara
dal amrangkamempercepatpertumbuhanperekonomi andaerahdal ammewuj udkankesej aht
eraanmasyarakat.

B. LANDASAN SOSIOLOGIS

Landasan sosiologis, adalah landasan yang berkaitan dengan kondisi atau
kenyataan empiris yang hidup dalam masyarakat, dapat berupa kebutuhan atau tuntutan
yang dihadapi oleh masyarakat, kecenderungan, dan harapan masyarakat. Karenanya
dalam memandang kebutuhan industri tidak dapat dilepaskan dari karakteristik faktor
produksi yang tersedia dan dapat dayagunakan oleh suatu daerah untuk pembangunan
ekonomi.Secara sederhana industri dapat dilihat melalui hubungan-hubungan sosia yang
dibangun melalui interaksi sosial dalam konteks politik, ekonomi dan kultural.
Pengembangani ndustridapatdilihatdari posi siwargamasyarakatsebagai pihak yang
disentuhataumeresponkekuasaandari 3 ranahkekuasaan, yaitudalamlingkupkekuasaan
negara (state), dalamlingkupkekuatankapitalisme pasar (market capitalism), dan
kekuatankolektifsosial (communalism) yang mengambilperansebagai penyeimbang negara
ataukuasa negara. Sebagai konsumenkek uasaan negara,
masyarakatdi sentuhataumeresponkebijakan negara (public policy).

Masyarakat Provins Nusa Tenggara Barat
merupakanbagiandariperkembanganteknologi, budaya dan informasi.Sehinggadalam era
globalisasi sekaranginitidakdapatdipungkiriadanyaakselerasi dan  akulturasipengetahuan
yang semakinmudahdijangkaumel aluiberbagai media informasi dan
teknol ogimenuntutpercepatani ndustriali sasi di segal abidang.
Untukitupembangunanmaupunpengembanganindustrimenjadisuatuhal  yang urgen dan
sangatbermanf aatbagi sel uruhl api ssnmasyarakatProvinsi Nusa Tenggara Barat.

1. Kebutuhan masyarakat terhadap pengaturan kebijakan yang bersifat komprehensif

2. Kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan sistem pembuangan air limbah

3. Adakebutuhan tentang kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama anta
pemerintah provinsi, dengan pemerintah kabupaten/kota, sehingga ada kepastian
kewenangan.

4. Perlunya adanya peningkatan kualitas pengolahan air limbah khususnya septic tank di

kawasan pemukiman

Bab 4 - 31



NaskahAkademikRancanganPeraturan Daerah RencanaPengembanganindustriPropinsi NTB

5. Adanyakebutuhan masyarakat untuk membangun instalasi pengolahan limbah terpadu
(IPLT)

6. Masyarakat memerlukan peraturan daerah yang mengatur tentang pengelolalan air
limbah domestik.

C. LANDASAN YURIDIS.
Pembentukanperaturanperundang-undangan,

termasuk perdaturandaerahharusdi dasarkankepadakewenangan yang
adadal amperaturanperundang-undangan, sehinggamemilikilegalitas-formal
sebagai sebagai peraturan. Dasar

kewenangandi maksudsudahdi aturdal amperaturanperundang-undangan.

Selaindasrkewenangan, juga adadasarpengaturansubstansimateri yang menjadikewenangan

dan ranahpengturndal amperaturandaerah.

Adapun peraturanperundng-undangan yang
dijadikansebagai dasarhukumdal ampenyusunan dan
pembentukanrancanganperturaniniterdiriatas:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah dan beberapaundang-undangperubahannya.

3. Undang-UndangNomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata
Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
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BABV
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI
MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Arah Jangkauan dan Pengaturan

Mengacu pada materi muatan peraturan perundang-undangan, maka berikut

diuraikan jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi Peraturan Daerah Provins

Nusa Tenggara Barat (NTB) tentang Rencana Pembangunan Industri Provins Nusa
Tenggara Barat (NTB) Tahun 2020-2040sebagai berikut:

B.

I stilah.

Pengertian istilah yang akan digunakan di dalam rancangan peraturan daerah terdiri atas:

Daam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1

Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan
industri.

Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau
memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai
nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.

Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional,yang selanjutnya disingkat RIPIN
adalah pedoman bagi Pemerintah dan pelaku Industri dalam perencanaan dan
pembangunan Industri.

Kebijakan Industri Nasional, yang selanjutnya disingkat KIN adalah arah dan
tindakan untuk melaksanakan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional.
Industri Unggulan Daerah adalah industri yang ditetapkan menjadi industri unggulan
dan utama di daerah.

Kawasan Industri adalah Kawasan tempa pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi
dengan sarana prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan
kawasan industri.

Sisteminformasiindustri Nasional adalahtatananprosedur dan mekanismekerja yang
terintegrasimeliputiunsurinstitusi, sumberdayamanusia, basis data, perangkatkeras dan
lunak, sertgjaringankomunikasi data yang terkaitsatusama lain
dengantujuanuntukpenyampaian, pengelolaan, pelayanan, sertapenyebarluasan data

dan / ataulnformasiIndustri.
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8. Rencana Pembangunan Industri Provins Nusa Tenggara Barat (NTB) Tahun 2020-
20240, yang selanjutnya disebut RPIP 2020-2040adalah dokumen perencanaan yang
menjadi acuan dalam pembangunan industri di ProvinsiNusa Tenggara Barat.

9. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kotayang selanjutnya disingkat RPIK
adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di
kabupaten/kota.

10. Program Pembangunan Industri Provins adalah instrumen kebijakan berisi kegiatan
yang bersifat lintas sektoral dan diperlukan dalam pembangunan industri di provinsi
atau kabupaten/kota.

C. Ruang LingkupMateriMuatan

RancanganPeraturan Daerah tentangRencanalnduk Pembangunan Industri Daerah
(RPID) merupakangambarantentangrencanapembangunanindustri  di Provins  Nusa
Tenggara Barat berdasarkanketentuanperatutanperundang-undangan yang dijadikanarah
dan pedomandal ampembangunanindustri di daerahini.
Secarasubstans materimuatanrancanganperaturandaerahtentangRencana Pembangunan
Industri Daerahinitertuang di dalam Lampiran Peraturan Daerah,
karenaselainsifatnyasubstansial, juga bersifatsangatteknis.
Adapun materimuatanrancanganperaturandaerahsebagai berikut:

Bab | tentangKetentuanUmum yang memuatmateritentangpengertiandariistilah-

istilah yang digunakanrancanganperaturandaerah dan
maksudsertatuj uanpembentukanperaturandaerahtentangRencanal nduk Pembangunan
Industri Daerah.

Selainitu, juga diaturtentangruanglingkupmaterimuatan yang terdiriatas:
a. Industri Prioritas Daerah;
b. RPIP 2020-2040;
c. Pelaksanaan RPIP 2020-2040;
d. Pengawasan dan Pengendalian; dan
e. Peran Serta Masyarakat.

Bab Il memuamateritentangl ndustriUnggulan Daerah yang terdiriatas:
(1) IndustriUnggulan Daerahterdiridari:

a. IndustriPangan, meliputi :
1) IndustriPengolahanikan;

Bab 6 - 34



(2)

3

(1)

NaskahAkademikRancanganPeraturan Daerah RencanaPengembanganindustriPropinsi NTB

2) IndustriRumputL aut;
3) IndustriPengolahanJagung; dan
4) IndustriPengolahanBerbasisSapi;
b. Industri Alat Transportasi, meliputi :
1) IndustriKapal Laut; dan
2) IndustriKendaraan Listrik.
c. IndustriElektronika dan Telematika, melipuiti :
1) Industri Kabel Listrik;
2) Industri Kabel SeratOptik;
3) IndustriPeralatanEl ektronik dan Telekomunikasi; dan
4) Industri Semi Konduktor dan KomponenElektronik.
d. IndustriLogam Dasar dan BahanGalianBukanLogam, meliputi :
1) IndustriAluminium;
2) IndustriPengolahanPasirK uarsa; dan
e. Industri Kimia Dasar, meliputi :
1) IndustriPetrokimiaHulu;
2) Industri Garam Beryodium; dan
3) Industri Kimia Organik;
f. IndustriBerbasi sKreatif
SelainindustriPrioritas  Daerahsebagaimanadimaksud pada ayat (1), di Daerah
dikembangkanindustri lain yang potensial dan merupakanprioritasK abupaten/K ota.

Pengembanganl ndustriprioritaskabupaten/kotasebagaimanadimaksud pada ayat (2)
dijabarkandalam RPIK.
Industriutama yang diembangkansebagai penggerakpertumbuhanekonomi:
Industri utama yang dikembangkan untuk menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi
daerah dan merupakan komoditi utama daerah, yaitu:

Industri Pangan berbasis hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan

Industri berbasis logamdasar dan bahangalianbukanlogam

Industri berbasis kimia dasar

a
b.

C. Industri berbasis hasil industri dan budaya

d.

e. Industrielektronika dan telematika, dan industrial attransportasi
f.

Industri berbasis kreatif

Bab 6 - 35



NaskahAkademikRancanganPeraturan Daerah RencanaPengembanganindustriPropinsi NTB

(2) Selain industri utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di daerah dapat dikembangkan
industri lain yang potensial dan merupakan unggulan kabupaten/ kota.
(3) Pengembangan industri unggulan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dijabarkan dalam RPIK.
Bab 111 memuatmateritentangSistematika RPIP
Rencana Pembangunan Industri Provins ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun,
yaitu RPIP 2020-2040.RPIP 2020-2040memuat lampiran dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah.
Sistematika RPIP 2020-2040 sebagai mana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a BABI . PENDAHULUAN;

b. BABII : GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT
PEMBANGUNAN INDUSTRI;

c. BABIIl : VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH, SERTA TUJUAN

DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH,;

d BABIV : STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI
DAERAH; dan

e. BABV : PENUTUP.

Bab 1V tentangPelaksanaan yang memuatmateritentangpedomanbagi Pemerintah
Daerah dan PemerintahKabupaten/Kota dan pelaku industry, OrganisasiPerangkat Daerah
dalammerumuskankebijakansektoral yang terkait dengan bidang perindustrian yang dituangkan
dalam dokumen rencana strategis di bidang tugas masing-masing sebagai bagian dari Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah danRPIP 2020-2040 sgjaan dengan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah,
Pemerintah Kabupaten/Kota, dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan
industri di daerah. RPIP 2020-2040 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dijadikan acuan
bagi SKPD dalam merumuskan kebijakan dan bupati/walikota dalam penyusunan RPIK.

Bab V tentangPembinaan dan Pengawasan Yyang memuatmateri yang
berkaitandenganpengawasan dan pembinaanuntukpel aksanaan RPIP.

Bab VI Peran serta Masyarakat. Daamperencanaan dan pelaksanaan RPIP
tidakdapatdilepaskandariperansertamasyarakatuntukmemberikan  saran  dan  masukan,
menyampaikaninformasi dan laporanapabilaadahal-hal yang berkaitandenganpel aksanaan
RPIP.
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Bab VII tentangPenutup, yaitumemuatmateri yang terkaitdenganpenetapanperda agar
memilikikekuatan ~ hokum, pernyataanberlaku agar memilikikekuatanberlaku, dan
pengundangannyadenganpenempatannyadal amlembarandaerah agar

memilikikekuatanmengikatkepadasemuapihak yang diaturdalamperaturandaerah.
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BAB VI
PENUTUP
A. KESIMPULAN

PembentukanPeraturan Daerah Provins Nusa Tenggara Barat tentangRencana
Pembangunan IndustriProvins Nusa Tenggara Barat Tahun2020-
2040secarakonkretmemilikidasarhukum yang kuat,
sebagai manatersebutdal amkonsideranmengingatnyaterutama yang terdapatdalamUndang-
UndangNomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.

M aterimuatandal amperaturandaerahi ni sudahber sesuai andenganketentuandalamUnda
ng-UndangNomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukanPeraturanPerundang-Undangan,
Undang-UndangNomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, dan Undang-UndangNomor
23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah, sertaperaturanperundang-undanganlainnya
yang terkait.

B. SARAN

1. MengingatRencana Pembangunan IndustriProvinss Nusa Tenggara Barat
sangatpenti ngarti nyadal ampenyel enggaraanpemerintahandaerahuntukmel ak sanaka
namanatdalamUndang-UndangNomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian,
makasudahsel ayaknyaPemerintahProvinsi Nusa Tenggara Barat
menyusunkebijakanmengenai Pembangunan Industri yang
disesuaikandengankondisi dan perkembanganterkini di Nusa Tenggara Barat.

2. Pemerintah Daerah dan DPRD Provins Nusa Tenggara Barat perlumengkaji dan
membahasl ebi hlanjutterhadapRancanganPeraturan Daerah ini, agar
dal ami mplementasi nyati dakmeni mbul kankendala dan

dilakukansesuai denganketentuanperaturanperundang-undangan.
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